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ABSTRAK 

 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh antara sumber daya 
manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan 

ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening 
pengendalian intern akuntansi. 

Sampel penelitian adalah pejabat pemerintah daerah di lingkungan instansi 

pemerintah daerah yang terdiri dari badan, dinas dan kantor. Data penelitian 

dikumpulkan dari pemerintah daerah Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, 
Wonogiri, Sragen dan Klaten. Metode pengambilan data dilakukan dengan purposive 

sampling melalui survey. 

Model pertama dengan path analysis yang digunakan untuk menguji apakah 

ada pengaruh positif signifikan antara sumber daya manusia dan pemanfaatan 
teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan melalui pengendalian 

intern akuntansi. Sedangkan model kedua dengan uji regresi untuk menguji apakah 

sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern 

akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keandalan dan ketepatwaktuan pelaporan 

keuangan. 

 
Kata kunci: Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian 

Intern Akuntansi, Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan 

 
 

ABSTRACT 

 

This study aims to clarify the effect of human resources and utilization of 
information technology and the reliability of financial reporting ketepatwaktuan local 

governments and the intervening variable of the accounting internal control. The 

samples are within the local government officials of local government consisting of 

the bodies, agencies and offices. The research data were collected from local 
governments Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen and 

Klaten. Methods of data collection is done by purposive sampling through survey. 
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The first model with path analysis used to test whether there is a significant 
positive effect of human resources and utilization of information technology on the 
reliability of financial reporting through accounting internal controls. 

Whereas the second model with a regression test to test whether human 

resources, utilization of information technology and accounting internal controls and 
significant effect on the reliability of financial reporting timeliness. 

 
Key words: Human Resources, Information Technology, Accounting Internal 
Control, Financial Reporting Countability and timeliness. 

 

1. Pendahuluan 

1. 1. Latar Belakang Masalah 

Semakin pentingnya teknologi informasi bagi keberhasilan organisasi 

secara keseluruhan memperluas peran fungsi sistem informasi. Pentingnya 

penggunaan teknologi informasi tidak hanya didominasi oleh institusi swasta, tetapi 

juga sudah merambah ke instansi pemerintah. Adanya e-goverment, e-procurement, 

e-transaction dan aktivitas melalui teknologi informasi antara pemerintah daerah 

dengan pemerintah daerah lainnya maupun antara pemerintah di negeri ini dengan 

pemerintah di negara lainnya merupakan implementasi penggunaan teknologi 

informasi di instansi pemerintah. Selain itu, dengan adanya penggunaan Teknologi 

informasi, maka penyelenggaraan negara menuju value for money (ekonomis, efisien 

dan efektif) serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat semakin mengalami 

peningkatan menuju upaya yang optimal. Adanya penggunaan teknologi informasi 

dalam pengelolaan pemerintah, otomatis juga menuntut aparatur harus mengubah 

dalam menyelesaikan pekerjaannya dari semula manual menuju komputerisasi. 

(Hamzah, 2009) 

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia 

dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, 

baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi 

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu 
media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 

dalam Mardiasmo, 2006). 

Untuk menegakkan akuntabilitas finansial khususnya di daerah, 

pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan 

kepada stakeholder. Governmental Accounting Standards Board (1999) dalam 
Concepts Statement No. 1 tentang Objectives of Financial Reporting menyatakan 

bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang 
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didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan 
atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. 

Banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan 

keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk 
pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi 

para pemakai sama dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai 

(Suwardjono, 2005). Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dipahami 

dan digunakan oleh pemakai dan juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai 

informasi tersebut. 

Kebermanfaatan merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat 

ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai dan 

keyakinan pemakai terhadap informasi. Kriteria ini secara umum disebut 

karakteristik kualitatif (qualitative characteristics) atau kualitas (qualities) informasi. 

Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi 

dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan 

dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005) terdiri 

dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami. 

Lebih dari 10 tahun terakhir ini ada sebuah peningkatan pada bagian- 

bagian di lembaga publik, disemua negara, untuk mengadopsi teknik yang sudah 

secara luas digunakan oleh perusahaan profit. Di Yunani, usaha awal 

memperkenalkan akuntansi akrual di negara bagian dilakukan akhir tahun 1996 dan 

dikembangkan pada tahun 1999. Pengenalan akuntansi akrual dalam sektor publik 
biasanya bertujuan untuk menyediakan pengukuran dan komunikasi yang lebih 

akurat, posisi dan performa keuangan serta meningkatkan akuntabilitas dan 

transparansi (Pallot, 1997 dan Van Der Hoek, 2005 dalam Cohen, 2007). 

Sistem akuntansi akrual digunakan sebagai alat untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas administrasi publik serta manajemen aset dan sumber daya 
yang efektif yang akhirnya mempengaruhi kinerja. Manfaat tersebut dapat dinikmati 

dengan melakukan investasi pada sumber daya melalui teknologi baru dan software 

baru, peningkatan keahlian akuntansi, pelatihan dan lain-lain. 

Persoalan awal ketika berpindah dari akuntansi berbasis kas menuju 
akuntansi berbasis akrual adalah sebagai berikut: Kelompok pertama mengacu pada 

isu-isu pokok akuntansi seperti standar dan perlakuan akuntansi yang berasal dari 

fakta bahwa perbedaan-perbedaan antara sektor publik dan privat diabaikan dan 

sektor publik dipaksa untuk mengadopsi praktek pelaporan keuangan yang hampir 

identik dengan yang digunakan oleh sektor privat. Kelompok kedua mengacu pada 
hambatan yang berhubungan dengan ukuran dan masalah organisasional yang 

muncul karena keterbatasan sumber daya dan pengetahuan. Penggunaan akuntansi 

akrual biasanya menciptakan kebutuhan untuk melatih staf dan manajemen yang 

akan mengoperasikan sistem baru. 
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Jika persoalan tersebut di atas tidak diatasi, penggunaan sistem akuntansi 

berbasis akrual akan terhambat. Menurut bukti empiris, ketidaktersediaan sumber 

daya terlatih diiringi ketrampilan dan keahlian yang minimal, tidak adanya insentif 

bagi penggunaan akuntansi akrual, sedikitnya staf dan software yang layak untuk 
menerapkan akuntansi akrual atau untuk menggunakan berbagai informasi yang 

disediakan dalam tatanan yang rapi dan terorganisir, kurangnya dukungan akuntan 

atau auditor yang profesional secara sistematis merupakan hambatan terhadap 

modernisasi sistem akuntansi publik. (Cohen, 2007). 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagai 

dasar pengelolaan teknis keuangan daerah mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 

2007. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 memberikan masa transisi untuk 

perubahan dari cash basis ke accrual basis dalam waktu 5 tahun (sampai tahun 
2008). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diterapkan saat ini harus sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005, yaitu menggunakan basis 

modifikasian kas menuju akrual. Basis ini mengharuskan penyajian akun aset, 

kewajiban dan ekuitas dengan basis akrual, sedangkan akun pendapatan, belanja dan 
pembiayaan menggunakan basis kas. 

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan 

sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya di dalam laporan 

keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu 

juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. 

Menurut Mardiasmo, dalam Pasal 33 UU No 33/2004 disebutkan bahwa Menteri 

Keuangan berhak menunda penyaluran DAU bila pemda belum menyerahkan  

laporan sistem keuangan daerah, termasuk APBD. Di tempat terpisah, Direktur 

Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Agung 

Pambudhi mendukung kebijakan Depkeu tersebut. Setidaknya terdapat tiga alasan 

yang dapat dijadikan dasar sanksi tersebut: (1) UU No 32/2004 tentang Pemerintah 

Daerah (2) faktor koordinasi nasional, yaitu kondisi pelaporan perda APBD yang 

sering terlambat sehingga mengganggu perekonomian nasional (3) faktor 

kepentingan daerah. 

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan 

keuangan pemerintah masih belum seluruhnya memenuhi kriteria keterandalan dan 

ketepatwaktuan (timeliness). Keterandalan dan ketepatwaktuan merupakan dua unsur 

nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak, 

maka peneliti tertarik untuk meneliti hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi 
keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah. 

Di dalam Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara pada bab 

Standar Pekerjaan Lapangan Pemeriksaan Keuangan mengenai Pengendalian Intern 
disebutkan bahwa sistem informasi yang relevan dengan tujuan laporan keuangan, 
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salah satunya adalah sistem akuntansi yang terdiri dari metoda dan catatan yang 

dibangun untuk mencatat, mengolah, mengihktisarkan dan melaporkan transaksi 

entitas (baik peristiwa maupun kondisi) untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, 

utang dan ekuitas yang bersangkutan (BPK RI, 2006). Sistem akuntansi sebagai suatu 
sistem informasi membutuhkan manusia untuk menjalankan sistem yang ada. Untuk 

dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kapasitas sumber daya 

manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting. 

Penelitian Cohen et al. (2007) menyatakan bahwa sistem/teknologi 

informasi yang dimiliki pemerintah daerah di Yunani belum begitu baik. Faktor- 

faktor yang mendukung kegagalan teknologi informasi yaitu: (a) Pengetahuan 

tentang akuntansi bukan suatu prasyarat untuk staf yang bekerja di dalam departemen 
akuntansi sektor publik di Yunani. (b) Mayoritas karyawan bagian keuangan dari 

kotamadya-kotamadya tidak mempunyai kualifikasi akuntansi profesional, atau 

pengalaman untuk memahami baik buruknya reformasi. 

Menurut Indriantoro dan Supomo (2002) variabel moderating adalah 

variabel-variabel yang memperkuat / memperlemah hubungan langsung antara 

variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Variabel moderating 

merupakan tipe variabel yang mempunyai pengaruh terhadap sifat/arah hubungan 

antara variabel (Indriantoro & Supomo, 2002). Sedangkan variabel intervening 

adalah tipe variabel yang mempunyai hubungan independen dengan variabel-variabel 

dependen menjadi hubungan yang tidak langsung (Indriantoro&Supomo, 2002). 

Selanjutnya, Indriantoro & Supomo (2002) menyatakan bahwa variabel intervening 

merupakan variabel yang terletak diantara variabel-variabel independen dengan 

variabel-variabel dependen, sehingga variabel independen tidak langsung 

menjelaskan/ mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini, untuk 

mengevaluasi hubungan antara sumber daya manusia & pemanfaatan teknologi 

informasi terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah 

daerah dengan memilih pengendalian akuntansi sebagai variabel intervening. 

Pengendalian intern menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk 

memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah 

daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas 

pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. 
Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu: (a) keterandalan pelaporan 

keuangan, (b) efisiensi dan efektivitas operasi, dan (c) kepatuhan terhadap ketentuan 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pertama dilakukan untuk 

mencegah terjadinya inefisiensi dan dinamakan pengendalian intern akuntansi, 

sedangkan fungsi kedua dan ketiga dilakukan secara khusus untuk meningkatkan 
efisiensi operasional dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dan 

dinamakan pengendalian intern administratif (Moscove et al., 1990 
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dalam Triyuwono & Roekhudin, 2000). Komponen penting dari pengendalian intern 
organisasi yang terkait dengan sistem akuntansi antara lain (Mahmudi, 2007): (a) 
sistem dan prosedur akuntansi, (b) otorisasi, (c) formulir, dokumen, dan catatan, dan 

(d) pemisahan tugas. 

Menurut tujuannya, pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua 

yaitu pengendalian intern akuntansi (internal accounting control) dan pengendalian 

intern administratif (internal administrative control). Pengendalian intern akuntansi 
yang merupakan bagian dari pengendalian intern yang berkaitan dengan menjaga 

kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian serta keterandalan data akuntansi, 

sedangkan pengendalian intern administratif berkaitan dengan mendorong efisiensi, 

dan dipatuhinya kebijakan pimpinan. (Wilkinson et al., 2000). 

 
Tujuan Khusus 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh antara sumber daya 

manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan 
ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening 

pengendalian intern akuntansi. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut: 

a. Menjelaskan hubungan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi 
informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 

b. Menjelaskan hubungan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi 
dan pengendalian akuntansi terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan 

pemerintah daerah. 

 

Urgensi Penelitian 

a. Model yang dikonstruksi dalam penelitian ini merupakan model kompilasi yang 
diuji dengan prosedur yang rigid sehingga keakuratan prediksinya dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

b. Metode riset yang dikembangkan dalam penelitian ini berlatarbelakang isu-isu 

pokok akuntansi seperti standar dan perlakuan akuntansi yang berasal dari fakta 
bahwa sektor publik dipaksa untuk mengadopsi praktek pelaporan keuangan yang 

hampir identik dengan yang digunakan oleh sektor swasta, dan juga masalah 

organisasional yang muncul karena keterbatasan sumber daya dan pengetahuan. 

Hal ini yang diperkirakan menjadikan penelitian ini mempunyai keunikan yang 
dapat memberikan perspektif yang berbeda dalam penelitian-penelitian di bidang 

akuntansi sektor publik. 

c. Model yang dikembangkan dalam penelitian ini mengisyaratkan terdapatnya isu 

tanggungjawab pelaporan keuangan pemerintah daerah yang diekspresikan 
melalui hubungan antar variabel yang didesain dalam model yang berimplikasi 

pada pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Melalui 

penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman tentang sumber daya manusia, 
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pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan adanya rancangan 
pengendalian intern akuntansi yang memadai mampu melaksanakan tugas dan 
fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada dihasilkannya laporan 
keuangan pemerintah daerah yang andal dan tepat waktu. 

d.  Penelitian ini mengungkapkan isu pokok tentang pentingnya sumber daya 

manusia dan teknologi informasi di instansi pemerintah. Hal ini dianggap menarik 

untuk dikaji, sebab isu ini masih bersifat kontroversial yang diekspresikan dengan 
terjadinya divergensi hasil penelitian yang berdampak pada ketidakmampuannya 

untuk memberikan landasan yang kuat untuk menjelaskan segala fenomena yang 

terjadi di bidang akuntansi sektor publik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 

2006). Penelitian ini mencoba untuk memunculkan model alternatif yang 
diharapkan dapat menjelaskan fenomena yang terjadi dalam akuntansi sektor 

publik di Indonesia yang semakin kompleks melalui pendekatan dan metode yang 

disesuaikan dengan perkembangannya. 

e.  Penelitian ini bertumpu pada pendekatan 2 (dua) model, yang pertama model 

konvensional dan model struktural yaitu dengan merepresentasikan variabel 

terukur yang saling berhubungan. Model yang kedua adalah path model yaitu 

menjelaskan hubungan antara variabel sumber daya manusia dan pemanfaatan 

teknologi informasi dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi 

terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah 

daerah. Hal ini dianggap penting, sebab pendekatan ini diperkirakan 

berkemampuan untuk menjelaskan fenomena yang dimodelkan untuk membentuk 

pola hubungan antara sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan 

pengendalian intern akuntansi akan menghasilkan keterandalan dan 

ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, 

penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan model yang mempunyai daya 

prediksian yang tinggi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah 

daerah. 

 

2. Kajian Pustaka dan Pengembangan 

Hipotesis Kajian Pustaka 

1. Sumber Daya Manusia 

Kinerja sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau 

individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk 

melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya 

secara efektif dan efisien. Kapasitasnya harus dilihat sebagai kemampuan 
untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (output) dan 

hasil-hasil (output) dan hasil-hasil (outcomes). 

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004), 
untuk menilai kinerja dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan 

 

 

 

 

 

 

 

tfEDIA AKUtfTAtfSI Vol. 26 No. 01 Tahun 2014 

 

75 



suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan 

kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dalam 

deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan 

tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya 

tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan 

kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan 

dan dari ketrampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi 

merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan 

(skill), pengetahuan (knowledge) dan kemampuan (ability) untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005). Kompetensi merupakan 

karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam 

pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup 

dalam bekerja akan banyak menemui hambatan yang mengakibatkan 

pemborosan bahan, waktu dan tenaga. 

Skill adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu 

rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman. 

Menurut Hevesi (2005) skill seseorang tercermin dari seberapa baik 

seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik seperti 
mengoperasikan suatu peralatan, berkomunikasi efektif atau 

mengimplementasikan suatu strategi bisnis. 

2. Teknologi Informasi (TI) 

Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi 

merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki 

manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin 

tidak mampu melakukannya. Pengolahan data menjadi suatu informasi 

dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari nilai 

informasi yang dihasilkan. Peningkatan nilai informasi tersebut seperti 

berikut: Informasi yang memiliki nilai tinggi adalah informasi yang disajikan 

dalam waktu yang cepat dan tepat. Untuk pemrosesan data manual biasanya 

berlaku bahwa semakin cepat waktu yang diinginkan untuk pemrosesan, 

maka biaya yang dibutuhkan akan semakin besar. Dengan bantuan komputer 

pengolahan data bisa diatur sedemikian rupa sehingga informasi dapat 

disajikan tepat waktu dan dengan biaya yang masih di bawah manfaat itu 

sendiri. Dengan kata lain, kita bisa mengatur pengolahan data sehingga 

manfaat ekonomis sebuat informasi dapat diperoleh secara maksimal. 

(Wahana Komputer, 2003). 

Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), 
perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic 
commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson 
et al., 2000). Teknologi informasi terdiri dari bagian utama yaitu teknologi 
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komputer dan perlengkapan komputer yang berfungsi untuk menerima data, 

menyimpan data dan mengolah data menjadi informasi, serta mencetak atau 

membuat dan mengkomunikasikan informasi tersebut. Sistem informasi yang 

menggunakan teknologi dengan cara dan alat manual dan mekanik disebut 

sistem informasi manual, sedangkan sistem informasi yang didominasi oleh 

alat elektronik disebut sistem informasi elektronik. Sistem informasi 

elektronik yang menggunakan komputer disebut sistem informasi berbasis 

komputer. 

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) 

pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja 
secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar 

pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di 

seluruh wilayah negeri ini. (Hamzah, 2009). 

3. Keterandalan (Reliability) dan Ketepatwaktuan (Timeliness) 

Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah 

daerah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan harus merupakan 

informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi 
tersebut. Informasi harus bermanfaat bagi para pemakai sama saja dengan 

mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai (Suwardjono, 2005). 

Beberapa definisi dan rumusan kualitas informasi disajikan dalam tabel 1: 

Tabel 1. Definisi dan Rumusan Kualitas Informasi 
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Keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan 

bahwa informasi tersebut benar atau valid. Sedangkan ketepatwaktuan 

(timeliness) adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat 

dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk 

mempengaruhi keputusan. Dalam hal tertentu, ketepatwaktuan untuk 

mencapai kebermanfaatan harus dibarengi dengan mengorbankan kualitas 

lain yaitu keakuratan/presisi (accuracy/precision) atau keterandalan. Jadi 

terdapat saling mengorbankan (trade-off) antara ketepatwaktuan dan 

keterandalan/reliabilitas untuk mendapatkan kebermanfaatan. Namun, 

walaupun berkurangnya reliabilitas berakibat berkurangnya kebermanfaatan, 

dimungkinkan untuk mempercepat ketersediaan data secara aproksimasi 

tanpa mempengaruhi reliabilitas secara material. Dengan begitu 

ketepatwaktuan dengan aproksimasi justru akan meningkatkan 

kebermanfaatan secara keseluruhan (Suwardjono, 2005). 
 

4. Pengendalian Intern Akuntansi 

Pengendalian internal adalah suatu proses, yang dijalankan oleh 

dewan komisaris, manajemen dan personil lain entitas yang didesain untuk 
memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan 

tujuan berikut ini: efektivitas dan efisiensi operasi, kehandalan pelaporan 

keuangan dan ketaatan pada peraturan serta perundangan yang berlaku. 

(Standar Profesional Akuntan Publik, SA Seksi 319). 

Pengendalian intern yang lemah menyebabkan tidak dapat 
terdeteksinya kecurangan/ketidakakuratan proses akuntansi sehingga bukti 
audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten. (Noviyanti, 
2004). 

Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metoda dan ukuran- 

ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek 

ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. (Mulyadi, 2005). Menurut 

tujuannya, pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua yaitu pengendalian 

intern akuntansi (internal accounting control) dan pengendalian intern 

administratif (internal administrative control). Pengendalian intern akuntansi 

atau pengendalian akuntansi yang merupakan bagian dari pengendalian intern 

yang berkaitan dengan tujuan menjaga kekayaan organisasi, mengecek 

ketelitian dan keterandalan data akuntansi. Sedangkan pengendalian intern 

administratif berkaitan dengan tujuan mendorong efisiensi dan mendorong 

dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Wilkinson et al., (2000) menyebutkan subkomponen dari aktivitas 
pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan adalah (1) 

 

 

 

 

 

 

 
 

tfEDIA AKUtfTAtfSI Vol. 26 No. 01 Tahun 2014 

 

78 



perancangan yang memadai dan penggunaan dokumen-dokumen dan catatan- 

catatan bernomor; (2) pemisahan tugas; (3) otorisasi yang memadai atas 

transaksi–transaksi; (4) pemeriksaan independen atas kinerja; dan (5) 

penilaian yang sesuai/tepat atas jumlah yang dicatat. 

Unsur-unsur pokok yang diperlukan dalam menciptakan pengendalian 

akuntansi yang efektif antara lain (Wahana Komputer, 2003): (a) adanya 

perlindungan fisik terhadap harta; (b) pemisahan fungsi organisasi yaitu 

pemisahan fungsi organisasi yang saling berkaitan; (c) adanya jejak audit 
yang baik; dan (d) sumber daya manusia yang optimal. 

Mahmudi (2007) menyebutkan komponen penting yang terkait 
dengan pengendalian intern akuntansi antara lain sebagai berikut: 

a) Sistem dan prosedur akuntansi. 

Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian 

tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi tertentu. Sistem 

dan prosedur akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi (pasal 98 

PP Nomor 58 tahun 2005): (1) sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas; 

(2) sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas; (3) sistem dan prosedur 

akuntansi aset; dan (4) sistem dan prosedur akuntansi selain kas. 
 

b) Otorisasi. 

Otorisasi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah sangat poenting karena 

tanpa sistem otorisasi yang baik, maka keuangan daerah sangat berisiko untuk 
terjadi kebocoran. Sistem otorisasi menunjukkan ketentuan tentang orang 

atau pejabat yang bertanggung jawab mengotorisasi suatu transaksi yang 

terjadi di pemerintah daerah. Otorisasi tersebut bisa berbentuk kewenangan 

dalam memberikan tanda tangan pada formulir dan dokumen tertentu. Tanpa 
otorisasi dari pihak yang berwenang maka transaksi tidak dapat dilakukan, 

atau kalaupun ada transaksi tanpa otorisasi maka transaksi tersebut 

dikategorikan tidak sah atau ilegal. 

c) Formulir/dokumen dan catatan. 

Setiap transaksi yang terjadi di pemerintah daerah harus didukung dengan 
bukti tarnsaksi yang valid dan sah. Selain terdapat bukti yang valid dan sah, 

transaksi tersebut harus dicatat dalam buku catatan akuntansi. Kelengkapan 

formulir/dokumen transaksi serta catatan akuntansi sangat penting dalam 

proses audit keuangan. 

d). Pemisahan tugas. 

e). Fungsi-fungsi atau pihak-pihak yang terkait dalam suatu transaksi dalam 

suatu transaksi harus dipisahkan. Suatu transaksi dari awal hingga akhir tidak 
boleh ditangani oleh satu fungsi atau satu orang saja. Harus dipisahkan antara 

fungsi pencatat uang serta pengotorisasi. Harus dilakukan pemisahan tugas 
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secara tegas dengan deskripsi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas 
dalam rangka menghindari terjadinya kolusi, kecurangan dan korupsi. 

Penelitian Ashbaugh et al. (2006) menjelaskan bahwa pentingnya 

pengungkapan pengendalian internal untuk menyelidiki faktor ekonomi yang 

mengungkapkan kegagalan resiko pengendalian internal dan insentif 
manajemen untuk meneliti dan melaporkan. 

Penelitian Dinata (2004) menemukan bukti empiris bahwa secara garis 

besar sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan Kota 

Palembang belum sepenuhnya dinyatakan siap atas berlakunya Sistem 
Akuntansi Keuangan Daerah yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 29 Tahun 2002. 

Penelitian Alimbudiono dan Fidelis (2004) memberikan  temua 

empiris bahwa pegawai berlatar pendidikan akuntansi di sub bagian akuntansi 

Pemerintahan masih minim, job description-nya belum jelas, dan pelatihan- 

pelatihan untuk menjamin fungsi akuntansi berjalan dengan baik belum 

dilaksanakan. 

Kegiatan lokakarya eksplorasi pengembangan kapasitas Pemerintah 

Daerah Kutai Kartanegara yang dilaksanakan pada tahun 2003 berhasil 

mengidentifikasi permasalahan sumber daya manusia dalam tiga tingkatan 

yaitu tingkat sistem, lembaga dan individu. Hasil perangkingan dari 

permasalahan tersebut menetapkan urutan prioritas penanganan yang pertama 

adalah penempatan pegawai kurang sesuai dengan bidang ilmu yang 

berdampak pada rendahnya pemahaman aparatur terhadap tugas dan 

fungsinya. Selain itu terkait dengan sumber daya manusia di satuan kerja di 

Indonesia, sebuah tulisan di Media Indonesia (9 Desember 2006) 

menyebutkan bahwa dari 19.670 satuan kerja, hanya empat orang akuntannya. 

 

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya 

manusia yang ada di instansi pemerintahan masih belum memadai. Kapasitas 

sumber daya manusia yang masih minim ini mungkin memiliki pengaruh 

terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah. 

Hal kedua yang mungkin mempengaruhi keterandalan dan ketepatwaktuan 
pelaporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. 

Telah diketahui bahwa total volume Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan 

peningkatan yang luar biasa. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan 
bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas 

yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks. 

Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks 

harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan 

pemerintah (Sugijanto, 2002). Oleh karena itu Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan 

teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan 
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daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan 

publik. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari 

PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. 

Suatu teknologi informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat 

lunak, manajemen data dan jaringan (Wilkinson et al, 2000). Meskipun secara 

umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi 

informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, 

keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, cost 

pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan multiprocessing (Wahana 

Komputer, 2003), namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah 

murah. Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu 

dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia 

dan semakin mahal. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain 

berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, 

pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada dan keterbatasan 

dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi 

informasi di instansi pemerintah belum optimal. Belum optimalnya 

pemanfaatan teknologi informasi ini mungkin juga memiliki pengaruh 

terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah. 

Sistem akuntansi sebagai sistem informasi merupakan subyek terjadinya 

kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh karena itu 

sistem akuntansi memerlukan pengendalian intern atau sistem akuntansi 

berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi (Mahmudi, 2007). 

Pengendalian intern menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang 
untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan 

pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi 

dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan 

perundang-undangan. 
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f). Road Map 
 

 

 

 

Keterangan : 

Penelitian tersebut diatas berdasarkan kurun waktu tahun dari 2005, 2006, 2007, 

2008, hingga 2012 terdapat keterkaitan antara penelitian tahun sebelumnya dan 

sesudahnya hingga penelitian yang akan dilaksanakan tahun depan. Keterkaitan 

tersebut ditujukkan oleh anak panah, dimana sampai pada penelitian tahun yang 
terakhir 2012, semua bertujuan untuk peningkatan pemanfaatan TI untuk 

ketepatwaktuan dan keterandalan pelaporan keuangan. 
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Keterandalan 

Laporan Keuangan 

dengan 

Pemanfaatan TI 

Pemanfaatan TI oleh SDM 

Guna Keterandalan dan 

Ketepatan  Pelaporan 

Keuangan dengan Variabel 

Intervening Pengendalian 

Intern Akuntansi 

Penerapan Variabel 

Sampling Untuk 

Pengujian Substantif 

Terhadap Penjualan 

Perushaan 

(2007/2008). 

Ketepatwaktuan 

Pelaporan 

Keuangan 

Dengan TI 

Kualitas Anggaran 

Manajer menjadi Pusat 

Pertanggungjawaban 

Pada Perusahaan (2006) 

Pemanfatan TI oleh 

SDM dalam 

meningkatkan 

kinerja perusahaan 

(2005) 



1.Pengamatan 

fenomena Teknologi 

Informasi 

Masalah-Masalah 

Teknologi Informasi 

2. kajian literature 

Gap teori 

3.Mempertemukan 

masalah Teknologi 

Informasi dengan gap 

teori 

Masalah penelitian 

4. Membuat kerangka 

teoritis 

-Uraian variable 

Secara jelas- 

5. Desain Penelitian 

Ilmiah 

 
Model Penelitian 

9. Penulisan laporan 

Hasil laporan 

penelitian 

6. Pengumpulan 

data 

 
Tabulasi data 

12. Publikasi ilmiah 

Jurnal ilmiah 

8. Interprestasi 

 

Pembahasan hasil 

penelitian 

7. Analisa data 

Printout analisa data 

3. Metodologi Penelitian 

1.Bagan Alir Penelitian. 

 

Untuk memahami alur penelitian mulai dari awal sampai selesai dapat 
digambarkan alur penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. Pengambilan 
 

11. Pembuatan buku 

putusan manajerial 

Kebijakan 
organisasi 

ajar 

Buku ajar 
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2. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi dari Penelitian ini adalah bagian akuntansi/penatausahaan keuangan 

pada SKPD di Pemerintah Daerah Surakarta. Sampel dalam penelitian ini 

menggunakan purposive/judgement sampling. Purposive sampling digunakan 

karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2006). Kriteria 

responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi 

akuntansi/tata usaha keuangan pada SKPD. Responden dalam penelitian ini 

adalah yaitu kepala dan staf subbagian akuntansi/penatausahaan keuangan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Pengumpulan data akan dilakukan melalui survai kuesioner yang diantar dan 
diambil sendiri oleh peneliti terhadap bagian akuntansi/penatausahaan keuangan 

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD ini meliputi dinas, badan 

dan kantor. Jumlah kusioner yang dikirim kepada responden sebanyak 50 

kuesioner. Lokasi penelitian terbatas di Surakarta. 

4. Definisi Operasional 

Masing-masing variabel diukur dengan model skala likert lima point, 
yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Ragu-ragu, (4) Setuju, dan 

(5) Sangat Setuju. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau 
ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi 

mereka yang sesungguhnya. 

Variabel : 

a. Sumber Daya Manusia. 

Kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi /kelembagaan, 
maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya 
untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. (GTZ & 
USAID/CLEAN Urban, 2001). 

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi. 

Tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas 
akuntansi. (Jurnali & Supomo, 2002) 

c. Pengendalian Intern Akuntansi. 

Bagian dari pengendalian intern akuntansi yang meliputi rencana 
organisasi, prosedur dan catatan yang dirancang untuk menjaga 

keterandalan data akuntansi. (Standar Profesional Akuntan Publik, SA 
Seksi 319). 

Nilai informasi keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh keterandalan 

dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Keterandalan 

adalah kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa 

informasi tersebut benar atau valid. (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 

2005). Ketepatwaktuan yaitu tersedianya informasi bagi pembuat 

keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan 
kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. (Peraturan Pemerintah No. 24 

Tahun 2005). 
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5. Pengujian Hipotesis 

a. Pengujian Data : 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas menggunakan analisis faktor dengan tujuan untuk 

mengetahui kevalidan butir-butir pertanyaan untuk masing-masing variabel 
atau untuk mengetahui validitas konstruk (Chenhall & Morris, 1986). 

Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor adalah 

data matrik harus memiliki korelasi yang cukup (sufficient correlation). 

Alat uji yang digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi tersebut 

adalah Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA). 
Masing-masing instrumen harus memiliki nilai KMO MSA (Measure of 

Sampling Adequacy) lebih dari 0.50 sehingga data yang dikumpulkan dapat 

dikatakan tepat untuk analisis factor (Hair et al., 2006). 

Uji reliabilitas dilakukan dengan cara menghitung nilai Alpha dari 
Cronbach dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Nilai cut off 
untuk menentukan reliabilitas suatu instrumen adalah nilai Alpha dari 

Cronbach lebih dari 0.60 (Anton Sukarno, 2012) 

b. Pengujian Path Analysis dengan Structural Equation Modeling (SEM): 
Langkah-langkah dalam mengaplikasikan SEM adalah sebagai 

berikut: 

1). Penentuan konstruk individu 
2). Penyusunan dan spesifikasi dari ukuran model 

3). Desain studi untuk mendapatkan hasil empiris 

4). Melakukan taksiran terhadap validitas ukuran model 

5). Spesifikasi struktur model 

6). Melakukan taksiran terhadap validitas 
model (Efferin, 2008) 

6. Model Penelitian 

Gambar berikut menyajikan model mengenai hubungan antara sumber daya 

manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dengan variabel intervening 

pengendalian intern akuntansi akan menghasilkan nilai informasi pelaporan 
keuangan pemerintah daerah yaitu meliputi keterandalan dan ketepatwaktuan, dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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H4 

Pemanfaatan 

Teknologi Informasi 

 

Sumber 

Daya Manusia 

Gambar 3.5.1. 

Model hubungan SDM dan Pemanfaatan TI dengan 

Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi terhadap 

Pelaporan Keuangan 
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H3 

 

Pengendalian 
Akuntansi 

H5 Pelaporan 
Keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Konstruksian Peneliti 

 

Keterangan: 

Gambar 3.5.1. menjelaskan bahwa H1 menunjukkan hubungan antara sumber 
daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui 

pengendalian intern akuntansi, H2 menunjukkan hubungan antara pemanfaatan 
teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, 

H3 menunjukkan hubungan antara sumber daya manusia terhadap ketepatwaktuan 

pelaporan keuangan pemerintah daerah, H4 menunjukkan hubungan antara 
pemanfaatan   teknologi   informasi   terhadap   ketepatwaktuan   pelaporan keuangan 

pemerintah daerah dan H5 menunjukkan hubungan antara pengendalian intern 
akuntansi terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah 
daerah. 

7. Target Luaran 

Penelitian ini mempunyai target luaran sebagai berikut: 

a. Penelitian ini membuktikan bahwa peningkatan sumber daya manusia yang 

dimiliki baik pada tingkatan sistem, kelembagaan maupun individu didukung 

dengan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin serta adanya 

rancangan pengendalian intern akuntansi yang memadai diharapkan pihak 

pengelola keuangan daerah bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan 
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b. fungsi akuntansi dengan baik yan akhirnya menghasilkan laporan keuangan 
pemerintah daerah yang andal dan tepat waktu. 

c. Penelitian ini juga membuktikan bahwa keterandalan pelaporan keuangan 

pemerintah daerah dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dan 
pengendalian intern akuntansi. Sedangkan ketepatwaktuan pelaporan 

keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan 

pemanfaatan teknologi informasi. 

d. Model yang dikonstruksi dalam penelitian ini merupakan model kompilasi 
yang diuji dengan prosedur yang rigid sehingga keakuratan prediksinya dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

e. Metode riset yang dikembangkan dalam penelitian ini berlatar belakang isu- 

isu pokok akuntansi seperti standar dan perlakuan akuntansi yang berasal dari 

fakta bahwa sektor publik dipaksa untuk mengadopsi praktek pelaporan 

keuangan yang hampir identik dengan yang digunakan oleh sektor swasta, 

dan juga masalah organisasional yang muncul karena keterbatasan sumber 

daya dan pengetahuan. Hal ini yang diperkirakan menjadikan penelitian ini 

mempunyai keunikan yang dapat memberikan perspektif yang berbeda dalam 

penelitian-penelitian di bidang akuntansi sektor publik. 

f. Model yang dikembangkan dalam penelitian ini mengisyaratkan terdapatnya 

isu tanggungjawab pelaporan keuangan pemerintah daerah yang 

diekspresikan melalui hubungan antar variabel yang didesain dalam model 

yang berimplikasi pada pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan 

keuangan daerah. Melalui penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman 

tentang sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi seoptimal 

mungkin dan adanya rancangan pengendalian intern akuntansi yang memadai 

mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya 

bermuara pada dihasilkannya laporan keuangan pemerintah daerah yang 

andal dan tepat waktu. 

8. Indikator Capaian Yang Terukur 

a. Uji Validitas 

Uji validitas bertujuan mengetahui ketepatan dan kecermatan suatu 

alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu instrumen dianggap 

memiliki validitas tinggi jika dapat memberikan hasil pengukuran yang sesuai 

dengan tujuannya. Pengujian validitas meliputi validitas konvergen dan 

validitas diskriminan yang dilihat dari factor loading (Malhotra, 1993). 

Validitas konvergen mengindikasi kemampuan indikator dalam mengukur 

konstruk yang diukurnya dan ditunjukkan oleh nilai factor loading yang 

relatif besar, sedangkan validitas diskriminan mengindikasi ketidakmampuan 
 

 

 

 

 

 

 

tfEDIA AKUtfTAtfSI Vol. 26 No. 01 Tahun 2014 

 

87 



indikator dalam mengukur konstruk yang harus diukurnya yang ditunjukkan 
oleh nilai factor loading yang relatif kecil. 

Dalam penelitian ini, analisis faktor merupakan metode statistik yang 

dianggap relevan untuk pengujian validitas data penelitian (Malhotra, 1993). 

Pengujiannya didasarkan pada suatu asumsi bahwa semua variabel yang 

dianalisis adalah independen yang merupakan fungsi dari suatu faktor atau 
variabel laten. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas juga merupakan prosedur pengujian statistik yang 

dianggap relevan untuk mengukur sejauh mana keterhandalan atau 

konsistensi internal dari suatu instrumen penelitian. Untuk mengetahui 

keterhandalan ini dapat dijelaskan melalui koefisien Cronbach’s alpha yang 
diperoleh. Suatu instrumen dikatakan reliabel atau handal, bilamana hasil 

nilai Cronbach’s alpha nya diperoleh melebihi 0,7 (Malhotra, 1993; Hair et 

al., 1998). Dengan demikian, prosedur pengujian ini dapat memberikan 

jaminan bahwa datanya memenuhi kriteria kelayakan untuk dianalisis dengan 
menggunakan metode-metode statistik yang lain. 

c. Uji Path Analisys atau Analisis Jalur 

Dalam penelitian ini, untuk mengevaluasi hubungan antara sumber 
daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan 
pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan memilih pengendalian intern 

akuntansi sebagai variabel intervening. 

Variabel intervening merupakan variabel antara atau mediating yang 

fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen (Tuckman, 1988). Untuk menguji pengaruh variabel intervening 

digunakan metode analisis jalur atau path analisys. Path Analisys menguji 
beberapa variabel exogen (independen) dan endogen (dependen) yang 

sekaligus memungkinkan pengujian terhadap variabel intervening atau 

variabel antara. Path Analisys memberikan secara eksplisit hubungan 

kausalitas antar variabel berdasarkan pada teori (Ghozali, 2005). Dalam 

penelitian ini, data diolah dengan menggunakan Analysis M oment Of 
Structures atau AMOS versi 16.0. 
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